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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang hampir seluruh perusahaan di Indonesia berusaha untuk
membuat usahanya menjadi pilihan nomor satu di masyarakat. Semakin banyak
permintaan konsumen membuat pangsa pasar suatu bisnis semakin meningkat.
Hal ini juga berlaku pada pangsa furniture, perkembangan furniture saat ini
mengalami kemajuan yang sangat pesat dan juga menyebabkan peningkatan

pangsa pasar terhadap furniture meningkat pesat.

Furniture merupakan kebutuhan untuk dalam suatu rumah, perkantoran
dan sebagainya. Furniture juga digunakan untuk mempercantik ruangan dan
digunakan dengan berbagai fungsi seperti, tempat tidur, tempat menyimpan
barang, tempat duduk, dan lain-lain.  Definisi  furniture  menurut
furnitureandhandicraft.blogspot.com yang di akses pada tanggal 20 Januari 2015
adalah sebuah istilah yang biasa digunakan untuk perabot rumah tangga yang
berfungsi sebagai tempat menyimpan barang, tempat tidur, tempat duduk, dan lain
sebagainya. Furniture sebagai tempat menyimpan biasanya dilengkapi dengan
pintu, laci, dan rak. Furniture dapat terbuat dari beberapa jenis bahan, yaitu: kayu,
bambu, logam, dan plastik. Agar furniture terlihat lebih artistic biasanya terbuat
dari kayu pilihan dengan warna dan tekstur yang bagus dan dikerjakan dengan

penyelesaian akhir yang indah dan halus.
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Furniture penting untuk interior kehadiran furniture menjadi elemen kunci
dalam memilih menempatkan atau pengolahan elemen ruang lainnya. Dengan
demikian desain interior ruang tidak hanya cantik, tetapi juga memenuhi
fungsinya secara optimal. Menurut www.nyeni-interior.com yang diakses pada
tanggal 20 Januari 2015 terdapat 4 jenis furniture, yakni furniture free standing,
furniture built in, furniture knockdown dan furniture mobile.

Macam-macam jenis bahan yang digunakan dalam membuat furniture, yaitu:

a. Kayu Solid
Kayu solid adalah bahan baku pembuatan mebel / furniture interior maupun
oudoor yang merupakan bahan baku terkuat dibandingkan dengan bahan baku
olahan, tapi dikarenakan volume taman dan waktu yang relative lama dan
penebangan pohon yang tidak seimbang menyebabkan persediaan kayu solid
terbatas dan harganya lebih mahal disbanding kayu olahan.

b. Plywood
Plywood adalah bahan umum yang sering digunakan dalam pembuatan
barang-barang mebel / furniture terutama untuk barang-barng interior dan
barang-barang mebel / furniture di dalam ruangan yang terlindung dari panas
dan hujan. Harganya relatif lebih murah dari pada harga kayu solid. Plywood
merupakan bahan dari kayu olahan dan relatif lebih kuat dibandingkan dengan
jenis kayu olahan lainnya seperti blockboard, partikelboard, mdf. plywood
berbahan dasar dari lapisan-lapisan kayu yang ditumpuk berlapis-lapis dan
dipress baik itu dari kayu jati, sungkai, nyatoh atau kayu lainnya. Dengan

kualitas yang lebih baik dibandingkan kayu olahan lainnya, hal ini
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menyebabkan furniture yang terbuat dari plywood mempunyai harga yang
lebih mahal bila dibandingkan dengan kayu olahan yang lain.

Blockboard

Blockboard memiliki harga sedikit lebih murah dibanding plywood demikian
juga dengan kwalitasnya. Barang ini terbuat dari kumpulan kayu berbentuk
kotak kecil yang disatukan dan dipadatkan oleh mesin diberi lapisan di kedua
sisinya, dimana lapisannya bisa kayu jati ataupun kayu yang lainnya, Banyak
juga digunakan oleh pembuat Kitchen set, Interior, Kamar Set, lemari, meja
dan lain-lain.

MDF

MDF terbuat dari serbuk kayu halus dan bahan kimia resin yang direkatkan
dan dipadatkan . Kayu yang dipakai biasanya diambil dari kayu sisa
perkebunan ataupun bambu. Ini membuat MDF lebih ramah lingkungan.
Bentuknya berupa papan atau lembaran . Versi yang lebih padat dan lebih kuat
dikenal dengan HDF (High Density Fibreboard). MDF harganya sedikit lebih
murah dari pada plywood dan blockboard. MDF diproses menyerupai bahan
kertas yg tebal dan solid. MDF biasanya digunakan pada furniture fabrikasi
yang dijual dalam bentuk sudah “jadi” biasanya pelapis luarnya kertas
bertexture. Mdf atau hdf banyak dipakai sebagai bahan dasar furniture import.
Partikel Board

Partikel Board terbuat dari partikel sisa pekerjaan kayu seperti serbuk gergaji,
potongan kayu kecil, serpihan kayu dan bahan kimia resin yang direkatkan

dengan tekanan tinggi dan kemudian dikeringkan. Partikel Board tidak kami
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sarankan jika anda menginginkan interior yang bertahan lama dan tempat
tinggal anda rawan banjir . Jenis ini adalah jenis kayu olahan yang terendah
kelasnya. Partikel board sangat rentan air, karena berbahan dasar serbuk kayu
kasar yang dipress sehingga memiliki pori-pori yg lebih besar dibandingkan
mdf atau hdf,sehingga mudah ditembus air dan tidak kuat menahan beban
berat. Untuk penggunaan bahan furniture dalam interior design
berdasarkan custom made (design khusus) partikel board jarang dipakai.

Pajak selalu ada pada setiap kegiatan usaha, artinya di mana terdapat
kegiatan usaha di dalamnya terdapat kewajiban perpajakan. Pajak adalah iuran
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayal pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara
yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2011). Semua industri yang
bergerak pada sektor ekonomi Indonesia, termasuk industry furniture, wajib
membayar pajak kepada kas Negara. Menurut UU KUP 2013, Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang yang melaksanakan
kewajiban pajak disebut dengan Wajib Pajak. Menurut UU KUP 2013, Wajib
Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
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perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Untuk dapat menghitung pembayaran pajak, maka setiap wajib pajak harus
mempunyai terlebih dahulu pembukuan atas usaha mereka. Tujuan pembukuan
sesuai penjelasan pasal 14 UU PPh adalah untuk dapat mengenakan pajak yang
adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Dalam
melakukan pembukuan wajib pajak diharuskan memberikan informasi yang benar
dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak. Dalam pasal 14 ayat 5 UU PPh
dijelaskan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib
menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap memilih meyelenggarakan

pembukuan tetapi:

a. Tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan, atau
pembukuan;

b. Tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti
pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan sehingga mengakibatkan
peredaran bruto dan peredaran neto yang sebenarnya tidak diketahui maka
peredaran bruto wajib pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain yang
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Penghasilan

netonya dihitung dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP, wajib dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) olen KPP. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan
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Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai (UU PPN) 1983 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha
Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keptusan Menteri Keuangan, kecuali
Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

(www.pajak.go.id). Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah Pengusaha

Orang Pribadi atau badan tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan
atau penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan
bruto (omzet) melebihi Rp 600.000.000,- setahun. Wajib Pajak yang tidak
memenuhi syarat juga dapat melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP), diwajibkan untuk memungut PPN dari setiap pembelian atau pemakaian
jasanya dengan menerbitkan faktur pajak. PPN yang sudah dipungut, kemudian
dilaporkan dalam laporan bulanan (SPT Masa) dan apabila ada PPN yang harus
disetor ke bank atau kantor pos, maka harus disetor terlebih dahulu sebelum
dilaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

adalah pajak yang dikenakan atas:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak diatas Daerah Pabean yang dilakukan oleh
pengusaha;

b. Impor Barang Kena Pajak;

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

pengusaha;
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d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daeah Pabean

di dalam Daerah Pabean;

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean;

f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pajak masukan biasanya dibayar oleh pembeli dan melaporkan ke pihak
pajak, sedangkan pajak keluaran dibayarkan oleh penjual yang sudah dipungut
dari pembeli. Pada akhir masa pajak, pajak masukan akan dikreditkan terhadap
pajak keluaran sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pajak keluaran lebih
besar dari pajak masukan maka kekurangannya dibayarkan kepada kepala KPP
setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak

dan sebelum SPT masa PPN disampaikan (Waluyo, 2011).

Menurut Waluyo (2011) Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak
dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.
Berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, Faktur Pajak harus
mencantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan Barang Kena

Pajak, yang meliputi:

1. Nama, alamat, NPWP yang Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak
2. Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa

Kena Pajak
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3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan
harga

4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipunggut

5. Pajak Penjualan atas barang mewah yang dipunggut

6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan

7. Nama dan Tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan PER 24/PJ/2012

pasal 7 terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu:

a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status;

c. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak.

Pemberian kode dan nomor seri faktur pajak menurut PER 24/PJ/2012

adalah sebagai berikut:

1) Kode transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
01 : digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN
dan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan
BKP dan/atau JKP.
02 . digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut
PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh pemungut

PPN Bendahara Pemerintah.
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03

04

05

06

07

08

09

. digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut
PPN lainnya (selain bendahara pemerintah) yang PPNnya dipungut
oleh pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah).

. digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan
DPP nilai lain yang PPNnya dipungut oleh PKP penjual yang
melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

: kode ini tidak digunakan

: digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh
PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan
penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis
asing) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16E Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai.

. digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat
fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah (DTP).

. digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat
fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

. digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16 D yang PPNnya

dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP.

2) Tata Cara penggunaan kode status pada faktur pajak

0 (nol) untuk status normal dan 1 (satu) untuk status penggantian.

3) Tata Cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak

a. Nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang

dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan.
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b. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah
sesuai permintaan PKP. Contoh: PKP meminta 100 Nomor Seri Faktur
Pajak, mana Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat
Jendral Pajak dapat berupa: 900.13.00000001 s.d 900.13.00000100;
900.13.99999901 s.d 901.13.00000000; 900.13.99999999 s.d
901.13.00000098; dan sebagainya.

c. Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam
Tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam
Nomor Seri Faktur Pajak.

Wajib Pajak (WP) yang ingin melaporkan perhitungan pajak, maka WP
harus menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut UU KUP, Surat
Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau
bukan objek pajak, pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut www.pajak.go.id SPT

berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunakasan pajak
baik yang dilakukan oleh WP sendiri maupun melalui- mekanisme
pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut,
melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau
pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah
dilakukan. SPT dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: (1) SPT Masa dan (2) SPT

Tahunan. SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan
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atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Ada Sembilan jenis SPT

Masa, meliputi SPT Masa untuk melaporkan pembayaran bulanan:

(1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pemotong pajak yang dilakukan
oleh pihak pemberi penghasilan kepada oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.

(2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah Pemungutan Pajak yang dilakukan
oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan
dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti penyerahan barang oleh
rekanan kepada bendaharawan pemerintah), import barang dan kegiatan
uasaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong
sangat mewah.

(3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan
oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa
deviden, bunga, royalty, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri, dan
BUT.

(4) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah pembayaran Pajak Penghasilan
secara angsuran.

(5) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah Pemotongan pajak yang dilakukan
oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa
deviden, bunga, royalty, hadiah dan penghasilan lainnya kepada WP luar
negeri.

(6) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) adalah pemotongan pajak yang

dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran
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untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi,
pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan dan lainnya.

(7) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 adalah pemotongan Pajak Penghasilan
yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu
yang menggunakan norma perhitungan khusus.

(8) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) adalah pemungutan PPN dan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak
(PKP) atau Pemungutan yang ditunjuk (misalnya Bendahara Pemerintah)
atas pengkomsumsian barang dan/atau jasa kena pajak.

(9) Pemungut PPN

Sedangkan yang dimaksud dengan SPT Tahunan adalah SPT yang
digunakan untuk pelaporan Tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan, yaitu: (1)
SPT Tahunan PPh WP Badan, dan (2) SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP)

(www.pajak.go.id).

Sehubung dengan berkembangnya system informasi yang ada,
maka penyampaian SPT saat ini dapat dilakukan secara online dengan
menggunakan aplikasi e-SPT. Aplikasi e-SPT atau yang disebut dengan
Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak
untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan

SPT (www.pajak.go.id).
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1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud dan tujuan dari kerja magang ini adalah:

a. Membantu mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam
perkuliahan untuk digunakan dalam dunia kerja.

b. Memberikan pelajaran tentang bagaimana cara mengoperasikan e-SPT dalam
kegiatan pelaporan pajak yang dilakukan dalam perusahaan.

c. Mengetahui cara pembuatan bukti potong PPh Pasal 23

d. Mengetahui cara pembuatan bukti potong PPh Pasal 4 (2).

e. Mengetahui cara pembuatan Surat Setor Pajak (SSP).

f. Melatih mahasiswa untuk dapat bekerja sama, berkoordinasi dan

berkomunikasi dalam satu organisasi kerja.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang
1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang
Kerja Magang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2015 sampai 31 Maret
2015 di PT Home Of Living Arts Indonesia pada bagian Tax Service.
Jam kerja magang, yaitu Senin hingga Jumat pukul 08.00 — 17.30

WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang
Prosedur pelaksanaan kerja magang menurut ketentuan yang terdapat
di Buku Panduan Kerja Magang Fakultas Ekonomi Universitas

Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut:
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1. Tahap Pengajuan

a.

Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada ketua
Program Studi;

Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan
kerja magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja
Magang yang ditujukan kepada perusahaan dan akan
ditandatangani oleh Ketua Program Studi;

Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua
Program Studi;

Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan
dibekali surat pengantar kerja magang;

Kerja magang dapat dimulai apabila telah menerima surat
balasan atau tanda tangan dari pemilik perusahaan tempat kerja
magang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima
kerja magang pada perusahaan yang dimaksud dan surat
tersebut kemudian ditunjukkan kepada Koordinator Magang;
Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja
Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, Formulir Laporan
Penilaian Kerja Magang, dan Formulir Penyerahan Laporan
Kerja Magang;

Ketua Program Studi Menunjuk satu orang dosen full time
pada Program Studi yang bersangkutan sebagai pembimbing

Kerja Magang.
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2. Tahap Pelaksanaan

a. Menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang disebut sebagai
pembekalan. Pembekalan Kerja Magang dilakukan sebanyak 3
kali tatap muka.

b. Pada pembekalan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang
bersifat petunjuk teknis Kerja Magang dan Penulisan Laporan
Kerja Magang, termasuk didalamnya perilaku mahasiswa di
perusahaan.

Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut:
Pertemuan 1: Sistem dan Prosedur Kerja Magang, Perilaku,
dan cara berkomunikasi dalam perusahaan.

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan
data (system dan prosedur administrasi, operasional
perusahaan, sumber daya), analisis kelemahan dan keunggulan
(sistem, prosedur, efektivitas administrasi serta operasional,
efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, dan
keuangan perusahaan).

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang, dan
penilaian, cara presentasi serta Tanya jawab.

c. Pada pelaksanaan Kerja Magang diperusahaan bersangkutan,
ditunjuk satu orang pembimbing lapangan yaitu Metta Dewi

selaku Tax Manager di PT Home Of Living Arts Indonesia.
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Pembuatan laporan realisasi Kerja Magang setiap minggu
tersebut akan dipantau oleh pembimbing magang baik secara
lisan maupun tertulis. Pembimbing lapangan menandatangani
formulir kehadiran kerja magang setiap minggunya.

3. Tahap Akhir

a. Hasil penilaian dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan
di perusahaan dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa
yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dikirim
secara langsung kepada Koordinator Magang.

b. Setelah Kerja Magang di perusahaan terkait sudah berakhir,
penulis menuangkan temuan serta aktivitas yang dilakukan
selama Kerja Magang dalam Laporan Kerja Magang dengan
bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.

c. Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar format
dan struktur Laporan Kerja Magang Universitas Multimedia
Nusantara.

d. Dosen  pembimbing memantau laporan final sebelum
mahasiswa mengajukan permohonan ujian Kerja magang.
Laporan Kerja Magang harus mendapatkan pengesahan dari
Dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
Laporan Kerja Magang diserahkan kepada Pembimbing
Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi

formulir penilaian pelaksanaan Kerja Magang.
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e. Setelah melengkapi persyaratan ujian Kerja Magang,
Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja

Magang.

dan

vada ujian Kerja

UMN
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